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ABSTRAK

CI]]LDFREE SEBAGAI ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN
PERCERAIAN ( Studi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor

1 075/Pdt.G 12024 lP a.Bpp )

AHMAD MUFID

Fenonrena childJiee sebagai pilihan pasangan suami istri untuk tidak

nremilrki kelurunan semakin berkembang dalam masyarakat modem dan

rneninrbulkan perdebatan dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Perkawinan

clalanr hukum lndonesia bertujuan mernbentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berclrrsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam hukum Islam selaras dengan

konscp ntirsaqan ghalidzan sebagai akad yang kuat dan penuh tanggung .iawab.

Pencf itran ini bertLrjuan untuk menganalisis apakah childfi"ee bertentangan dengan

asas untuk selanra-lanranya dalam hukum perkawinan Islam serta bagaimarra

pcrtirrbangan hakim dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024lPA.Bpp dalam

menrenuhi rasa keadilan bagi para pihak.Metode penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang

Nornor' 1 Taliun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975. Undang-Undang Peradilan Agama, Konipilasi Hukum Islam, serta putusan

pengrdilarr yang relevan. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa child/i'ee tidak

secara otomatis bertentangan dengan asas untuk selama-lamanya sepanjang

diputuskan atas kesepakatan bersama dan tidak menghilangkan kewajiban suanri

istri. Namun, apabila pilihan tersebul menimbulkan perselisihan yang terus-

nrencnrs hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, rnaka dapat

rrcnladi alasan ;rerceraian. Dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.Gl2O24lPA.Bpp.

hakinr nrendasarkan putusan pada kondisi objektif pecahnya rumah tangga dan

telap rnemberikan perlindungan hak istri, sehingga putusarr te rsebul

nrene erminkan kepastian hukum, keadilan. dan kemanfaatan.

Kala Kunci : Chi ldfi"ee. Perkawinan, Perceraian
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ABSTRACT

CHILDFREE AS THE PETITIONER'S REASON FOR F]LL]NG FOR
DIVORCE (A Study of the Decision of the Balikpapan Religious Court Number

1 07 S/Pdt. G/2024/PA. Bpp)

AHMAD MUFID

T'he phenontenon of childfree, defined as a married couple's detision nol to ltav'e

children, has increasingly emerged in modern sociely and generated debate
v,ithin the perspec'tive of Islamic marriage law. Marriage under Indonesian luv,
aims to e.ttabli.sh a happy and everlasting fantily based on the belieJ in One

Supreme God, which in Jslantic law corre.sponds lo the concept of nrit.sarlun

ghalidzan os a strong and sacred covetlanl. This study aims lo anal.yze v,hetlter'

chilr{ree contradicts the principle o.f'permanence in Islamic marriage lau'and to

c.ramine whether the judicial consideratiorts in Deci.siort Number
107S/Pdt.G/2024/PA.Bpp frlfill the sense of justice Jbr the parties involved.This
re.search employ.s norntalive legal research using staluloryr and ca.se approathe.s.

The legal ntaterials include Law Number 1 o.f 1974 on Marriage, Government
Regulatiott Number 9 of 1975, the Religious Court Law, the Compilation o/'
Lslamic Lav,, and relevant court decisions. The results indicate that child/ree does

nol outom(rticallJ,,contradict lhe principle of permanence as long a.s it is nruluttllv
ugreed upon and does not eliminate the rights and obligation.s oJ' spou.\cs.

l'lou,ever, i/'.such u decision leads to conlinuous disputes and llte impossibilit.t, o.f

t'ac'onciliatirtn, it ntat; conslitute valid g,rounds.for divorce. ln Decision Nuntber
1075/Pdt.Gr2024/PA.Bpp, the judge based the ruling on the objective breakdov'n
o/ the ntarriuge and ensw'ed the protection o.f'the v,ife's right.s, therel;t,re.flec'tirtg
legal certuintl;, jr.t-slice, and legal utility.

Keyn,ords : Child/i'ee, Marriage , Divorce
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sejak pertama kali hadir di dunia, manusia pada hakikatnya merupakan 

makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dari orang lain. Kodrat 

tersebut menuntun manusia untuk senantiasa berinteraksi dan membangun 

kehidupan bersama. Dalam skala yang lebih luas, kehidupan bersama itu bermula 

dari adanya ikatan perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu 

keluarga. Keluarga sendiri pada dasarnya lahir dari penyatuan antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang bersepakat untuk hidup bersama.
1
 Akan tetapi, 

keputusan untuk hidup bersama harus tetap berlandaskan pada aturan hukum yang 

berlaku. Di Indonesia, hal tersebut diatur melalui suatu lembaga hukum yang 

dikenal dengan sebutan lembaga perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. 

 

                                                 
1
 Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” Jurnal Ius 

Constituendum 6, no. 1 (2021): hlm 122. 
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Dalam ajaran Islam, tujuan dari perkawinan adalah menjalankan perintah 

Allah untuk memperoleh keturunan yang sah, serta membentuk keluarga yang 

tenteram, harmonis, dan teratur di tengah masyarakat.
2
 Tujuan ini berkaitan 

dengan makna sakinah, mawaddah, warahmah yang berarti keluarga yang 

terbentuk melalui perkawinan yang sah diharapkan mampu menjadi tempat 

tumbuhnya kasih sayang di antara anggotanya, sehingga tercipta rasa aman, 

tenteram, damai, dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga.
3
 

Sebagaimana ditegaskan dalam Qs Ar Rum ayat 21: 

ْ  وَمِنْ  نْ  لكَُمْ  خَلقََْ انَْ  اٰيٰتِه  وَاجًا انَ فسُِكُمْ  مِِّ ا ازَ  كُنوُ   وَدَّةًْ بيَ نكَُمْ  وَجَعَلَْ اِليَ هَا لِِّتسَ  ْ مَّ
مَةً  رَح  يٰتْ  ذٰلِكَْ فيِْ  انَِّْ وَّ  لََٰ

مْ  نَْ لِِّقوَ  رُو   يَّتفَكََّ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. 

Ayat tersebut menggambarkan bahwa tujuan utama dari perkawinan dalam 

Islam bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan untuk 

menciptakan kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, 

serta rahmat dari Allah SWT. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai 

sarana untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin antara suami dan istri. 

Makna ini sekaligus menegaskan bahwa perkawinan menuntut adanya tanggung 

                                                 
2
 Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Compilation of the Purpose of Marriage in 

Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan 

Keadilan 6, no. 2 (2022): hlm 45. 
3
 Anisa Parasetiani, “Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di 

Indonesia,” Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): hlm 93. 
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jawab moral dan spiritual yang diwujudkan melalui kasih sayang. Oleh karena itu, 

dalam pandangan Islam, ikatan perkawinan tidak hanya sebatas akad, tetapi juga 

komitmen untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Mengingat bahwa perkawinan bukan semata-mata merupakan perjanjian 

yang kokoh antara sesama manusia, melainkan juga mengandung makna 

hubungan spiritual antara Sang Pencipta dengan makhluknya. Saat seorang laki-

laki mengucapkan akad nikah, ia memikul dua bentuk tanggung jawab, yakni 

tanggung jawab lahir dan tanggung jawab batin. Oleh karena itu, dalam 

perkawinan, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir yang bersifat 

materi serta nafkah batin yang bersifat nonmateri.
4
 Maka ikatan tidak hanya 

memiliki dimensi keagamaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga 

mencakup aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik 

antara keduanya.
5
 Namun dalam praktiknya, tidak semua pasangan mampu atau 

bersedia menjalankan tanggung jawab tersebut secara utuh. 

Akibat dari adanya perkembangan sosial dan budaya di era modern, telah 

membawa perubahan cara pandang terhadap makna dan tujuan dari perkawinan. 

Salah satu bentuk perubahan ialah keputusan untuk menolak keturunan yang 

dilakukan secara sepihak. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas asas dalam 

hukum perkawinan, salah satu asasnya yang relevan yaitu Asas untuk selama-

lamanya mengandung makna bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk 

                                                 
4
 Darmawan Darmawan, “Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan,” Al-Hukama’ 

10, no. 2 (2021): hlm 241.  
5
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).hlm 
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membina kehidupan bersama secara permanen, bukan untuk sementara waktu 

ataupun hanya sekadar mencari kesenangan semata.
6
 

Penolakan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban batin terhadap 

pasangannya sering kali menjadi faktor pemicu adanya Pernikahan yang dijalani 

tanpa adanya rasa cinta sering kali menjadi alasan, baik bagi suami maupun istri, 

untuk mengakhiri hubungan sebuah perkawinan yang telah berlangsung namun 

tanpa dilandasi adanya cinta.
7
 Keadaan seperti ini tidak hanya mengganggu 

keseimbangan hubungan suami istri yang seharusnya dibangun atas dasar kasih 

sayang, tetapi juga dapat menjadi dasar yang sah menurut hukum untuk 

mengajukan perceraian. Fenomena penolakan kewajiban batin ini semakin relevan 

dengan munculnya gaya hidup baru yang dikenal dengan istilah childfree. 

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan 

suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau keturunan 

setelah menikah.
8
 Terdapat beberapa alasan orang-orang yang memilih childfree 

yaitu meliputi aspek pribadi yang berkaitan dengan emosi dan batin, aspek 

psikologis serta medis yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan fisik, serta 

aspek ekonomi yang berkaitan dengan keadaan materi atau finansial.
9
 Namun, 

dalam konteks masyarakat Indonesia, pilihan untuk hidup tanpa anak kerap 

                                                 
6
 Asman, Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian 

Fenomenologi (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm 16. 
7
 Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Arjasa 

Pratama, 2020). Hlm 104. 
8
 Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam 

Perkawinan,” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 

14, no. 2 (2023): hlm 182.  
9
 Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree Di 

Indonesia,” Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): hlm 66. 
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dipandang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang masih menempatkan anak 

sebagai simbol keharmonisan dan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga. 

Dalam perkembangannya, pandangan mengenai childfree di Indonesia 

tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Barat yang semakin kuat di tengah 

masyarakat modern. Generasi milenial dan generasi Z menjadi kelompok yang 

terpapar oleh gaya hidup Barat, baik melalui film, media sosial dan tren gaya 

hidup lainnya. Budaya tersebut secara perlahan membentuk cara berpikir baru, 

termasuk dalam memandang makna keluarga dan tujuan sebuah perkawinan. 

Salah satu bentuknya adalah munculnya gagasan childfree, yang awalnya 

berkembang di negara-negara Barat sebagai bagian dari paham liberalisme sebuah 

ideologi yang menekankan kebebasan individu untuk menentukan jalan hidupnya 

tanpa banyak batasan dari nilai-nilai agama atau sosial. Walaupun tidak semua 

individu yang memilih untuk childfree terpengaruh langsung oleh budaya Barat, 

namun tidak dapat disangkal bahwa ide tersebut berasal dari pemikiran dan nilai-

nilai yang tumbuh dalam masyarakat Barat, lalu menyebar dan mulai diterima 

sebagian masyarakat Indonesia.
10

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa 

fenomena childfree di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat 

terhadap makna keluarga dan tujuan perkawinan, terutama di kalangan generasi 

muda yang hidup di lingkungan perkotaan dan lebih terpapar budaya global. 

                                                 
10

 Fhelincia Nathanto Farrencia Nallanie, “Childfree Di Indonesia, Fenomena Atau Viral 

Sesaat?” 6, no. 06 (2024): hlm 2668. 
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Sumber: diolah dari BPS (SUSENAS) 2020-2023. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk tidak 

memiliki anak semakin banyak ditemui di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan 

adanya perubahan nilai sosial di tengah masyarakat yang semakin terbuka 

terhadap pandangan dan gaya hidup modern. Namun, perubahan ini juga 

membawa konsekuensi baru, karena pilihan untuk tidak memiliki keturunan dapat 

memengaruhi keseimbangan hubungan suami istri dalam rumah tangga, 

khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban batin sebagaimana diatur dalam 

hukum perkawinan. Kondisi inilah yang kemudian kerap berujung pada 

perselisihan rumah tangga dan menjadi perkara hukum di pengadilan agama, 

seperti yang tampak dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp. 

Kasus ini diketahui terdapat ketidakharmonisan rumah tangga dalam 

perkara tersebut disebabkan oleh sikap istri yang enggan menunaikan 

kewajibannya sebagai seorang istri, dengan alasan menolak memiliki keturunan 

(childfree). Sikap tersebut mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam 
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memahami tujuan perkawinan, yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada 

kebebasan pribadi, tetapi juga pada pemenuhan hak dan kewajiban timbal balik 

sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian guna mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang telah 

diuraikan di atas sehingga skripsi ini diberi judul “Childfree Sebagai Alasan 

Pemohon Mengajukan Perceraian ( Studi Putusan Pengadilan Agama 

Balikpapan Nomor 1075/Pdt.G/2024/Pa.Bpp ) 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Childfree sebagai alasan pemohon dalam mengajukan 

perceraian menurut hukum perkawinan? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 

1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp? 

C. RUANG LINGKUP 

Pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap fokus pada pokok 

permasalahan yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk 

ruang lingkup perdata khususnya perkawinan dan perceraian yang bersumber dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, 

penelitian ini juga mengkaji asas-asas hukum perkawinan. 



 

 

8 
 

 

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, antara lain: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui childfree sebagai alasan pemohon dalam 

mengajukan perceraian menurut hukum perkawinan. 

b. Untuk mengkaji dan menilai pertimbangan hakim dalam Putusan 

Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp dalam perkara perceraian yang 

dilatar belakangi oleh penolakan kewajiban lahir batin karena 

keinginan childfree. 

2. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan secara 

teoritis, praktis dan khusus. Adapun manfaat tersebut ialah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum 

perdata dan hukum keluarga, dengan menambah khazanah kajian 

mengenai penolakan kewajiban lahir batin karena keinginan 

childfree dalam perkawinan. Secara akademis, penelitian ini juga 

dapat memperkaya literatur hukum mengenai batas-batas 

kebebasan berkontrak dalam hubungan suami istri, serta 
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relevansinya dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pasangan suami istri, praktisi hukum, dan masyarakat luas 

dalam memahami implikasi hukum dari penolakan kewajiban lahir 

batin maupun kesepakatan childfree. Dengan adanya penelitian ini, 

masyarakat diharapkan dapat lebih memahami konsekuensi yuridis 

dari pilihan untuk tidak memiliki anak, sehingga dapat mengambil 

keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

c. Secara Khusus 

Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana 

untuk mengasah kemampuan analisis hukum secara kritis, 

sistematis, dan mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menjadi 

pengalaman akademis yang berharga dalam memahami persoalan 

hukum kontemporer yang berkembang di masyarakat. 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep yang 

membentuk satu kesatuan pemahaman, sehingga menjadi dasar dalam 

melakukan analisis. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun 

dari sejumlah istilah pokok yang berhubungan langsung dengan judul 

skripsi sebagai berikut. 
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1. Childfree adalah sebuah bentuk kesepakatan yang secara sadar dibuat 

oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan sepanjang 

ikatan perkawinan mereka. Pilihan ini tidak lahir karena keterbatasan 

biologis atau hambatan medis, melainkan sebagai keputusan bersama 

yang dilandasi pertimbangan pribadi, sosial, maupun gaya hidup. 

Dalam konteks hukum, kesepakatan ini menimbulkan diskusi menarik, 

karena di satu sisi dapat dipandang sebagai wujud kebebasan 

berkontrak antar suami istri, namun di sisi lain berpotensi berbenturan 

dengan tujuan fundamental perkawinan yang pada dasarnya 

menghendaki adanya kelanjutan garis keturunan.
11

 

2. Alasan merupakan sesuatu yang menjadi latar belakang munculnya 

suatu tindakan, keputusan, atau pendapat. Ketika seseorang bertindak 

atau mengambil sikap tertentu, secara alamiah ia memiliki dasar 

pertimbangan yang menjelaskan mengapa pilihan tersebut diambil. 

Oleh karena itu, alasan tidak sekadar dipahami sebagai penyebab 

terjadinya suatu peristiwa, tetapi juga sebagai hasil dari proses 

pemikiran yang mempertimbangkan fakta dan menghubungkannya 

dengan kesimpulan secara logis. Selain itu, alasan juga mengandung 

unsur penilaian, karena melalui alasan seseorang berusaha 

membenarkan atau melegitimasi tindakannya agar dapat diterima oleh 

akal sehat serta selaras dengan nilai dan aturan yang berlaku. Dengan 

demikian, dalam pengertian yang luas, alasan mencerminkan perpaduan 

                                                 
11
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(2022): hlm 303. 
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antara sebab, pertimbangan rasional, dan dasar pembenaran yang 

menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan manusia. 

3. Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan 

hukumnya dirugikan oleh suatu keadaan atau berlakunya ketentuan 

hukum, sehingga mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 

memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
12

 Kedudukan sebagai 

pemohon hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum yang memiliki 

kepentingan langsung terhadap perkara, baik perseorangan warga 

negara Indonesia, badan hukum, maupun pihak lain yang diakui oleh 

peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan skripsi ini, 

pemohon merujuk pada pihak dalam perkawinan yang secara sah 

mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama karena merasa 

hak dan kepentingannya dalam rumah tangga tidak lagi terpenuhi, 

sehingga memerlukan putusan hakim untuk menentukan status hukum 

perkawinannya. 

4. Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang terjadi 

karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam perkawinan 

yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Perceraian semacam ini 

biasanya dikenal dengan istilah cerai talak.
13
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 Hernando Santoso et al., “Konsep Constitutional Injury Sebagai Syarat Pengajuan 

Permohonan Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang - Undang Dasar” 5, no. 1 (2024): 

Hlm 41. 
13

 Uswatun Hasanah, “Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis AnakHasanah, 

Uswatun. ‘Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak’ (2019).,” Analisis Gender Dan 

Agama 2, no. 1 (2021): hlm 21.  
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5. Putusan hakim, atau yang biasa disebut juga dengan putusan 

pengadilan, merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara antara 

dua pihak yang bersengketa. Melalui putusan ini, diharapkan tercipta 

kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam 

perkara tersebut.
14

 

6. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama 

dalam lingkungan peradilan agama. Lembaga ini berkedudukan di ibu 

kota kabupaten atau kota, dengan wilayah hukum yang mencakup 

seluruh daerah kabupaten atau kota tersebut, meskipun dalam kondisi 

tertentu dapat terdapat pengecualian.
15

 

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN 

Tabel 1.1 

NO NAMA PENELITI JUDUL HASIL PENELITIAN 

1 Syafiq Riza Hasan 

(2023) 

Cerai dengan alasan 

salah satu pasangan 

memilih childfree 

perspektif kompilasi 

hukum Islam 

Perceraian karena childfree 

dapat dijadikan landasan 

hukum dalam KHI, meski 

tidak secara eksplisit 

disebutkan. Relasi antara 

keinginan childfree dengan 

pelanggaran kewajiban 

dapat dianalogikan sebagai 

bentuk “nushûz” atau 

ketidakpatuhan terhadap 

kewajiban lahir-batin dalam 

batas tertentu 

                                                 
14

 Anik Iftitah, Pengantar Ilmu Hukum (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm 

232. 
15

 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta, 2018), 

hlm 4. 
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2 Desi Rahman 

(2022) 

Childfree dalam 

Perspektif Islam: 

Solusi atau 

Kontroversi? 

Menilai bahwa keputusan 

childfree itu bersifat mubah 

(boleh), asalkan tidak 

menyebabkan kerusakan 

(mafsadah). Ia menyatakan 

bahwa faktor-faktor seperti 

ekonomi, pendidikan, 

mentalitas, pengalaman 

mempengaruhi keputusan 

childfree, bukan semata 

keinginan menolak 

kewajiban lahir-batin. 

3 A. Syahriar (2023) Childfree Dalam 

Perspektif Islam Dan 

Sosial, Dan 

Implikasinya 

Terhadap Ketahanan 

Keluarga 

Hukum dasar childfree 

adalah mubah 

(diperbolehkan), namun 

konsekuensi sosial dan 

psikologis dapat 

menurunkan fungsi ideal 

keluarga. Ia menyebut 

bahwa childfree bisa 

berdampak pada ketahanan 

keluarga, tetapi tidak 

langsung dianggap alasan 

cerai dalam hukum positif 

atau Islam jika tidak disertai 

pelanggaran kewajiban lain. 

 

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian terdahulu,  

a. Syafiq Riza Hasan (2023) 

Penelitian ini bersifat normatif dengan menelaah childfree dalam 

perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelemahannya terletak 

pada pembahasan yang masih terbatas pada analisis pasal-pasal 

tanpa menyinggung aspek asas hukum perkawinan. 

b. Desi Rahman dkk. (2022) 

Penelitian ini menggunakan teori maqāṣid al-syarī‘ah dan lebih 

menyoroti childfree dari sudut etika dan moral Islam, bukan dari 

sisi hukum positif. Kelemahannya adalah pembahasan yang terlalu 



 

 

14 
 

 

 

bersifat filosofis, sehingga tidak menguraikan hubungan antara 

keinginan childfree dengan konsekuensi hukumnya terhadap 

keabsahan perkawinan dan kewajiban suami istri dalam pandangan 

hukum nasional. 

c. A. Syahriar (2023) 

Penelitian ini menekankan bahwa childfree merupakan bentuk hak 

pilihan hidup (muamalah) yang dapat dilakukan atas dasar 

kesepakatan suami istri. Namun, kelemahannya adalah tidak 

dijelaskan batasan hukum dari kesepakatan tersebut dalam 

perspektif hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini juga belum 

menyoroti bagaimana kesepakatan childfree dapat bertentangan 

dengan asas hukum perkawinan dan kewajiban lahir-batin yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. 

Dapat disimpulkan bahwa Ketiga penelitian terdahulu tersebut sama-sama 

belum mengkaji secara spesifik hubungan antara keinginan childfree dan 

pelanggaran kewajiban batin sebagai dasar hukum perceraian. Selain itu, studi 

sebelumnya lebih banyak membahas childfree dari aspek moral, sosial, dan hak 

pilihan, tanpa menyoroti kedudukannya sebagai faktor hukum dalam konteks asas 

perkawinan untuk selama-lamanya. 

Penelitian penulis hadir sebagai pembaruan normatif dengan mengkaji 

secara lebih terarah bagaimana penolakan kewajiban batin karena keinginan 

childfree dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap asas dan tujuan hukum 

perkawinan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
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Kompilasi Hukum Islam, serta analisis terhadap Putusan Nomor 

1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp. 

G. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu penelitian. Dengan kata lain, metode ini menjelaskan langkah-langkah atau 

prosedur yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.
16

 

1. Jenis Penelitian 

Sejalan dengan topik permasalahan yang dibahas, penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal 

research). Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap norma-

norma hukum yang berlaku dengan cara menggambarkan Apakah 

childfree bertentangan dengan asas untuk selama lamanya dalam hukum 

perkawinan Islam dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan 

Nomor (1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp) sudah memenuhi rasa keadilan bagi 

pemohon, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan 

yang dikaji, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan 

hukum. Sumber data dalam penelitian hukum normatif umumnya 

diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai dokumen 

hukum, literatur, dan referensi akademik yang relevan. Bahan hukum 
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tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum utama yang 

bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis hukum. Bahan hukum 

primer dalam penelitian ini meliputi: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

 

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

5) Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 

1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan dan 

memberikan penafsiran terhadap aturan hukum. Contoh umumnya 

bisa berupa buku-buku hukum, artikel akademik, jurnal penelitian, 

ataupun hasil karya ilmiah lain yang membahas persoalan hukum 

tertentu. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi sebagai 

penunjang untuk membantu memahami bahan hukum primer dan 

sekunder.  
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3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), yaitu dengan 

menelaah berbagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah. Setelah itu, hasilnya 

disusun kembali secara kualitatif agar dapat ditarik kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini memuat beberapa bagian penting, yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, 

kerangka konseptual, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

bab ini disajikan tentang pembahasan teori teori tentang landasan 

konseptual perkawinan, konsep childfree , Perceraian, pengertian 

putusan. 
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BAB III  Pembahasan 

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang 

menguraikan rumusan masalah pada penelitian, meliputi childfree 

sebagai alasan pemohon dalam mengajukan perceraian menurut 

hukum perkawinan, serta analisis terhadap pertimbangan hakim 

dalam Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2024/PA.Bpp. 

BAB IV  Penutup  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

Daftar Pustaka 

Kesimpulan 
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